




A. Latar Belakang 
Berdasarkan iUU iNo.29 i tahun 1999 yang idirevisi menjadi iUU No.32 tahun 
i2004 itentang iPemerintah Daerah, otonomi yang idiberikan kepadai kabupaten/kota 
idilakukan idengan imemberikan ihak idan wewenang seluas-luasnya, inyata idan 
ibertanggung ijawab ikepada pemerintah ipusat iyang artinya ipemberian itanggung 
ijawabi  akan di ikuti idengan i  pengaturan ipembagian, dan pemanfaatan isumber daya 
nasional yang adil sertai perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 
2002). 
 AnggaranHPendapatan idan iBelanja iDaerah (APBD), merupakan media 
utamaHpemerintahUdaerahKdalam imelakukan ialokasi isumber idaya idaerah secara 
ioptimal, dan sekaligusEmedia yangYdigunakan evaluasi untuk pemerintah 
dalamHpembiayaanEkeuanganEdaerah (Tuasikal, 2008). Dalam UU No. 32 Tahun 
2004 tentangRPemerintah iDaerah menjelaskan bahwa pemerintah memisahkan 
antaraFfungsiSeksekutif idan ilegislatif.  
Dalami proses ipenyusunan iAPBD melibatkan dua pihak yakni iantara 
pemerintahi daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif), di imana ikedua ipihak masing-
masing mempunyai peran dalam proses penyusunan anggaran. Pemerintah daerahi i 
(eksekutif) imemiliki iperan idalam menyusun rancangan ianggaran APBD, kemudiani 
akani disahkan oleh ilegislatif yang selanjutnya idi itetapkan imenjadi iperaturan daerah 





penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana iperimbangan (dana 
ialokasii umum, dana alokasi khusus dan dana ibagi ihasil). 
Desentralisasi ifiskal imemberikan ipeluang kepada pemerintah daerah untuk 
imenggali ipotensi sumber ipendapatan yangi idimiliki oleh daerah sehingga imampu 
iuntuk memanfaatkan sumber pendapatan itersebut dengan efesieni sehinggai idapat 
membiayain pengeluarani idaerah dalam pelayanan publik. Menurut Undang-undang 
No.32 Tahuni i2004 tentang Pemerintah Daerah salah satu sumber pendapatan idaerah 
iadalah Pendapatan iAsli iDaerah (PAD) yang terdirii dari pajaki daerah, retribusi i 
daerah, hasili pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
ipendapatan yang sah. Dengan meningkatnya penerimaan PAD diharapkan mampui 
untuk meningkatkani kualitasi pelayanan publik yang semakin baik, dengan adanya 
peningkatan anggaran belanja modal pemerintah daerah.  
NamunKkemampuan daerah dalam mendanai kegiatan-kegiatan yang 
berfungsi untuk peningkatan sarana dan prasarana daerah berbeda, sehingga hal 
tersebut menimbulkan ketimpangan (gap) antari daerah. Sesuai dengan keadaan 
tersebutMmaka pemerintahHpusat menyusun  UU No.33 Tahun 2004 tentang Dana 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, idana iperimbanganMsendiriTadalah 
danaMyangHbersumber dari APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk 
mendanai kebutuhan daerah setelah adanyaHdesentralisasi. Salah satu transfer 
danaHdari pemerintah kepada daerahQadalah Dan Bagi Hasil (DBH), yang 
merupakan transfer dari pemerintah pusat atas berpindahnya hak pemungutan 






Adanya transfer dari pemerintah ini diharapkan mampu untuk 
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada di daerah. Dan Bagi Hasil 
sendiri adalahi dana yangi bersumberUdari APBN yang dialokasikan kepada daerah 
berdasarkan presentase yang digunakan untuk mendanaiHkegiatan daerahTdalam 
peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan ekonomi. Dengan 
adanya transfer dari pemerintah pusat di harapkan di gunakan dengan efektif dan 
efesien oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayan publik kepada 
masyarakat. 
Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, 
khususnya kepada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah(Halim, 
2001 dalam Adi, Kristen, & Wacana, 2006). Karena sejak dilaksanakannya otonomi 
daerah dan terjadi reformasi keuangan daerah tidak semua daerah mampu untuk 
membiayai keuangan rumah tangga daerahnya sendiri. Alokasi belanja yang telah 
dialokasikan oleh pemerintah harus betul-betul di manfaatkan dengan semaksimal 
mungkin untuk aktivitas yang produktif. Dengan kata lain memberikan proporsi 
anggaran belanja yang lebih besarUuntuk pembangunan dapat meningkatkan 
kemandirian daerah dari pemerintahan.  
Adanya peningkatan pelayanan dalam pelayanan sektor publik di harapkan 
dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal terlebih lagi adanya 
investasi oleh swasta diperlukan untuk menutup defisit pembangunan, dan juga 
sudah banyak daerah yang membangun zona industri khusus (Mudrajad Kuncoro, 





Hasil yang berguna untuk memperkuat belanja modal dalam kegiatan pembangunan 
daerah.  
Namun sejak dikeluarkanya UU No.34 tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah, muncul beberapa protes tidak setuju tentang isi dari 
undang-undang tersebut. Protes tersebut di lakukan oleh daerah yang kaya dengan 
Sumber Daya Alam seperti NAD, Riau dan Kaltim, mereka tidak setuju dengan 
ketetapan tentang dana perimbangan. Jika dilihat daerah Riau dan Kaltim sendiri 
memiliki komposisi penerimaan tinggi terhadap DBH berbeda dengan daerah 
lainnya yang masih mengandalkan DAU sebagai sumber pembiayaan dalam 
pembangunan daerah  (Kuncoro, 2010). Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi Riau 
sendiri menempati posisi tertinggi di Pulau sumatera, penerimaan DBH didapat dari 
tingginya bagi hasil sumber daya alam yang lebih tinggi di banding dengan bagi 
hasil pajak. Berikut adalah tabel penerimaan DBH di pulau sumatera : 
Tabel 1.1 
Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2012-2016 
No Daerah 
Tahun 
2012 2013 2014 2015 2016 








588.058.990 504.817.444 413.393.652 350.855.953 375.272.716 
4 Riau 11.794.815.112 10.888.238.288 13.030.814.717 7.605.220.009 6.236.433.946 




6.219.404.770 6.737.454.191 7.350.477.180 5.142.402.430 4.906.813.810 
7 Bengkulu 317.367.835 283.037.106 321.632.328 395.515.244 270.659.122 
8 Lampung 897.445.773 766.168.819 949.498.617 534.424.011 504.305.472 
9 Kep.Riau 600.943.902 3.283.784.805 2.703.770.394 1.734.143.022 1.701.161.090 
Sumber : Realisasi DBH, Badan Pusat Statistik, diolah 2018 
Kondisi keuangan Provinsi Riau tahun 2016 secara umum mengalami 





internasional. Hal ini tidak hanya berdampak pada penurunan dari sisi pendapatan 
APBD saja, namun juga berdampak terhadap menurunnya Dana Bagi Hasil yang di 
terima oleh Provinsi Riau. Namun hal yang sebaliknya dengan anggaran belanja 
pemerintah daerah yang relatif meningkat di banding tahun 2015, peningkatan 
utama ini berasal dari anggaran belanja transfer pemerintah provinsi kepada 
pemerintah kabupaten/kota (Bank Indonesia). 
Namun peningkatan anggaran belanja Provinsi Riau ini tidak diikuti dengan 
peningkatan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 yang secara umum 
mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2016. Sementara itu belanja modal 
yang di anggarkan tahun 2016 adalah sebesar Rp2,53 trilliun juga mengalami 
penurunan di banding tahun 2015 yang sebesar Rp2,90 trilliun (Bank Indonesia). 
Jumlah penduduk Provinsi Riau sendiri menunjukkan tren meningkat. Pada 
sensus terakhir tahun 2010 jumlah penduduk Povinsi Riau mencapai 5.538.367 jiwa 
dengan kepadatan penduduk 64 jiwa/km2. Dan pada tahun 2016 jumlah penduduk 
Provinsi Riau berjumlah 6500971 jiwa (BPS). Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi 
Rahman dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2015 
mengatakan “pertumbuhan penduduk riau pada sebesar 2,52% dalam kurun waktu 
1 tahun, hal ini termasuk pertambahan penduduk yang tertinggi di Indonesia”. 
Berikut pada gambar 1.1 menunjukkan laju pertumbuhan Provinsi Riau dalam 









Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau 
 
 
      Sumber : Badan Pusat Statistik yang di olah 
 
Peningkatan jumlah penduduk ini juga mempengaruhi alokasi belanja 
daerah, jumlah penduduk yang besar dipandang sebagai aset bagi pemerintah 
daerah, sebagai aset jika jumlah penduduk dapat meningkatkan kualitas maupun 
keahlian sehingga dapat meningkatkan produksi nasional. Dan juga akan menjadi 
beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya 
sedemikian rupaHhanyaHmenuntuk pelayanan sosial dan tingkat produksinya 
rendah sehingga menjadiHtanggungan penduduk yang bekerja secara efektif 
(Devita, et al 2014). 
Maka dari itu judul penelitian ini adalah “ Analisis Pengaruh Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Jumlah Penduduk terhadap 
Anggaran Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Riau”. 
B. Rumusan Masalah 
 
 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan, maka di 








Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap alokasi 
Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Riau”. 
C. Batasan Masalah
Pembahasan ini memfokuskan pada pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, 
jumlah penduduk dan anggaran belanja modal, hal ini dilakukan supaya penelitian 
ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang telah ditentukan.  
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, 
dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap pengalokasian anggaran belanja 
modal kabupaten/kota di Provinsi Riau. 
Manfaat Penelitian 
1. Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi masukan terhadap
pengelolaan pendapatan daerah dan peningkatan Belanja Modal dalam proses 
pembangunan daerah. Sehingga dalam proses pelaksanaan desentralisasi 
pemerintah daerah diharapkan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. 
2. Bagi Peneliti Lain
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi,
bahan rujukan dan referensi bagi penelitian di masa yang akan. Penelitian ini 
diharapkan mampu menjadi bahan rujukan bagi penelitian dengan konsep 
bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah 
Penduduk terhadap anggaran belanja modal. 
